6.1

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dan

pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Strategi Reformasi

Administrasi Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung, maka peneliti

menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a.

1)

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dalam melakukan
reformasi administrasi berhasil dan memenuhi Kkriteria strategi
reformasi administrasi. Hal tersebut didukung dan dibuktikan melalui
temuan yang diperoleh melalui beberapa aspek penilaian dari reformasi
administrasi sebagai berikut:
Transformasi Nilai

Indikator transformasi nilai berhasil dilakukan karena visi dan misi
terdahulu dari DPMPTSP Kota Bandung lebih berfokus pada
kepentingan pemerintah. Sehingga perlunya perubahan arah visi dan
misi tersebut. Visi dan misi tersebut dirubah pada saat DPMPTSP Kota
Bandung dibentuk menjadi berfokus atau berpusat pada pemenuhan
kepentingan masyarakat khususnya penanam modal dan pelaku UMKM

di Kota Bandung.
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2) Penataan Organisasi dan Tata Kerja

Indikator penataan organisasi dan penyederhanaan tata kerja telah
secara keseluruhan berjalan dengan baik. Penataan organisasi berhasil
dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bandung terhadap aspek tugas dan
tanggung jawab yang jelas, ke efektifan kinerja pegawai, dan
kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Penyederhanaan
tata kerja berhasil dilakukan dengan melakukan penyediaan aplikasi
GAMPIL bagi pegawai DPMPTSP Kota Bandung dan juga kepala
bidang. Aplikasi tersebut membantu pelaksanaan proses verifikasi data
dimanapun dan kapanpun walaupun kepala bidang sedang tidak berada
di kantor atau sedang dinas ke luar kota. Aplikasi GAMPIL menjadi
sebuah cara untuk menyederhanakan tata kerja diantara aparatur
DPMPTSP Kota Bandung. Dengan demikian efisiensi waktu pelayanan
dapat ditingkatkan dan juga mutu pelayanan bagi masyarakat dapat
meningkat. Namun ada aspek yang menyebabkan penataan organisasi
dan penyederhanaan tata kerja berjalan kurang baik, aspek tersebut
adalah perampingan dan desentralistik. Struktur organisasi Yyang
sebelumnya (pada saat BPPT) dan setelah berubah menjadi DPMPTSP
tidak mengalami perampingan sehingga alur komando masih tetap
melewati banyak bagian di dalam organisasi. Pada aspek desentralistik
DPMPTSP Kota Bandung belum berjalan dengan baik karena setiap

pegawai harus memberikan laporan dari masyarakat terlebih dahulu
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3)

kepada kepala bagiannya dalam setiap mengambil keputusan. Sehingga

membutuhkan waktu untuk dapat merespon keluhan dari masyarakat.

Pemantapan Sistem Manajemen

Indikator pemantapan sistem manajemen telah berjalan dengan
baik. Hal tersebut peneliti simpulkan dari aspek pelaksanaan fungsi
pengelolaan kebijakan dan pelayanan yang berkepastian hukum,
organisasi yang transparan, dan disertai dengan dukungan sistem
informatika yang terarah pada pengembangan ICT. Pada aspek
kepastian hukum, DPMPTSP Kota Bandung bekerja dibawah payung
hukum yang berlaku sehingga setiap aktivitas dari dinas tersebut
mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Pada aspek transparan,
DPMPTSP menyediakan berbagai cara untuk masyarakat mendapatkan
informasi yang dibutuhkan, seperti melalui aplikasi GAMPIL, website
DPMPTSP Kota Bandung, program HAY.U! Bandung, layanan call
center, dan layanan WhatsApp. Pada aspek pengembangan ICT,
DPMPTSP Kota Bandung melakukan berbagai inovasi seperti
meluncurkan aplikasi GAMPIL yang dapat diakses oleh 4 pengguna
(masyarakat, pegawai DPMPTSP Kota Bandung, Kecamatan, dan

Kepala Bidang).
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4) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

Indikator peningkatan kompetensi SDM aparatur telah berjalan
dengan baik. Hal tersebut peneliti simpulkan dari aspek komitmen kerja
yang tinggi dari pegawai, kemampuan yang dipersyaratkan dalam
mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik,
terampil, kreatif, dan inovatif, taat pada asas dan disiplin dalam bekerja,
memiliki daya tanggap yang baik terhadap permasalahan, memiliki jati
diri sebagai abdi masyarakat, memiliki rasa tanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya, dan dapat memaksimalkan efisiensi, kualitas,
dan produktivitas.

Berdasarkan temuan dilapangan yang sudah di analisis dengan
menggunakan teori yang ada dan dengan didukung dari data primer dan
sekunder, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi reformasi administrasi
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Bandung “Berhasil” dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 (empat)
indikator untuk mengukur reformasi administrasi. Adapun indikator yang
dimaksud meliputi transformasi nilai, penataan organisasi dan tata Kerja,

pemantapan sistem manajemen, dan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan di atas, maka saran
dan masukan yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Kota Bandung, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, dan

pelaku UMKM, sebagai berikut:

1. Pada aspek penataan organisasi, yaitu agar para pemangku
kepentingan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung perlu melakukan
perampingan struktur organisasi sehingga rentang kendali dari
pimpinan dinas tidak terlampau jauh. Dengan rentang kendali yang
tidak jauh, maka pimpinan akan mengetahui setiap permasalahan
yang terjadi di lapangan dan di antara aparatur yang bertugas.

2. Pada aspek desentralistik, yaitu agar setiap pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Bandung yang bersentuhan langsung dengan permasalahan di
masyarakat dapat membuat keputusan yang strategis sehingga
pemecahan masalah dapat teratasi dengan cepat dan tidak memakan
waktu kerja yang banyak. Persoalan yang sering dihadapi adalah
masalah yang dihadapi oleh masyarakat harus melewati alur
koordinasi yang cukup panjang dan tidak cepat menyelesaikan
permasalahan.

3. Pada layanan aplikasi GAMPIL, Aplikasi GAMPIL hanya baru

diluncurkan untuk platform handphone berbasis Android saja,
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sehingga masyarakat yang menggunakan basis handphone lainnya
(seperti 10S) tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Dengan
permasalahan tersebut menyebabkan kualitas pelayanan dari
DPMPTSP melalui aplikasi GAMPIL belum banyak dilirik oleh
masyarakat khususnya pelaku UMKM, sehingga kualitas pelayanan
yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Bandung belum maksimal.
Untuk mengatasi masalah tersebut dan usaha untuk meningkatkan
layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung perlu melakukan pengembangan
aplikasi agar semua platform handphone dapat mengakses aplikasi

GAMPIL.
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